BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran dan fungsi stakeholder pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

program PBPA di Kementerian Agama menunjukkan bahwa:

1.

Peran-fungsi stakeholder pada indikator variabel kolaborasi konsep Ansell dan
Gash (2007) berjalan sesuai dengan kondisi awal; kelembagaan yang terstruktur;
kepemimpinan yang berimbang; proses pelaksanaan berbasis tatap muka; dan
menerima hasil antara/pertengahan atas kesepakatan bersama.

Model collaborative governance dalam program PBPA yang merujuk pada
prinsip dinamika kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), berjalan
berdasarkan pada prinsip keterlibatan yang dilakukan melalui diskusi/FGD,
berbagi motivasi antar individu yang sama (siklus berulang), dan

mengembangkan kemampuan dalam menjalankan tugas.

Terdapat indikasi bahwa peran pemerintah (Kementerian Agama) cenderung
lebih mendominasi dalam program ini. Pihak swasta (penerbit) hanya menjadi
objek yang buku terbitannya di nilai dalam program PBPA. Adapun peran
masyarakat relatif tidak aktif karena keterlibatannya hanya mengatasnamakan

individu.

Saran

Tata kelola sistem perbukuan melalui program PBPA yang menjadi

tanggungjawab pihak pemerintah, swasta dan masyarakat belum berjalan seimbang

dan proporsional berbasis kolaboratif yang berkeadilan, setara, dan profesional.

Oleh karena itu saran-saran yang dapat dilakukan antara lain:

1.

Kementerian Agama perlu mengembangkan konsep collaborative governance
dalam program PBPA berbasis pada indikator variabel kolaborasi yang

mempertimbangkan kondisi harmonis, rancangan kelembagaan yang terstruktur,
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kepemimpinan kooperatif, proses kolaboratif tatap muka, menjunjung komitmen
bersama, dan menyepakati hasil antara/pertengahan.

. Kementerian Agama perlu mengembangkan model collaborative governance
makro dan mikro dalam pelaksanaan program PBPA berbasis pada prinsip
dinamika kolaborasi yang berazas keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan pada
peran-fungsi  stakeholder baik kelembagaan maupun individu yang

merepresentasikan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

. Pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan organisasi pengawasan terhadap
buku-buku pendidikan agama yang merepresentasikan kelompok swasta dan
masyarakat dengan melibatkan peguruan tinggi agama, asosiasi profesi, majelis-

majelis agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat.
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Lampiran-Lampiran

Transkrip Wawancara

Nama : Salman Habean
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Agama Katolik
Hari/Tanggal : Kamis/19 Januari 2023
Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Kementerian Agama JI. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
No. Pertanyaan | Jawaban
Kondisi/keadaaan awal
1 | Apakah dalam program PBPA sudah | Program PBPA belum mengakomodir

mengakomodir  kepentingan  para
stakeholder dan kepentingan bersama?

kepentingan  para  stakeholder dan
kepentingan bersama, terutama di unit-unit
internal  Kementerian Agama yang
disebutkan secara langsung dalam PMA
No. 9 tahun 2018, seperti Direktorat-
Direktorat Jenderal Bimas Agama-agama
(Katolik,  Kristen, Hindu, Budha,
Khoghucu) yang membawahi perbukuan
pada agama masing-masing. Hal itu
dikarenakan terdapat beberapa agenda
program prioritas yang berbeda dan
pertimbangan anggaran.

Apakah sumber daya dalam program
PBPA sudah sesuai dengan kebutuhan?
Kebutuhan regulasi, pimpinan,
stakeholder?

Sumber daya dalam program PBPA belum
sudah sesuai dengan kebutuhan baik
regulasi, pimpinan, maupun stakeholder.
Ketidakseragaman program prioritas pada
unit-unit Kementerian Agama menjadi
kendala tersendiri. Salah satu satunya
adalah belum adanya pedoman atau
panduan penulisan buku pendidikan agama
pada agama Katolik, Kristen, Hindu,
Budha, Khoghucu yang menjadi tugas dan
fungsi Direktorat-Direktorat Bimas Agama
dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan
Khonghucu juga belum disusun. Hal
tersebut berdampak banyaknya catatan
dari para penilai bahkan tidak mendapat
surat keterangan layak terbit dari
Kementerian Agama  karena tidak
memiliki panduan/pedoman  dalam
penulisan buku pendidikan agama.

Bagaimana relasi kekuasaan dengan
stakeholder dalam program PBPA?
Mana yang paling berpengaruh,
kebutuhan pemegang kekuasaan atau
kebutuhan stakeholder?

Pada setiap program di Kementerian
Agama yang dilakukan tentu
mempertimbangan tugas dan fungsi
kelembagaan yang tercantum dalam PMA
juga merujuk pada Renstra maupun
RPJMN. Namun jika terdapat kesepakatan
dengan stakeholder, tentu
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mempertimbangkan kebutuhan

stakeholder.

Bagaimana hubungan antar stakeholder

dan jaringan-jaringan lain  dalam
mengedepankan konsensus program
PBPA?

Hubungan antar  stakeholder  dan
jaringannya relative bagus dan
mengedepankan kesepakatan substansi
untuk mewujudkan target program yang
telah dirancang secara bersama.
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Transkrip Wawancara

Nama : Jerry Hendrajaya

Jabatan . Ketua Program PBPA 2023
Hari/Tanggal : Senin/30 Januari 2023

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Kantor PLKKMO Kementerian Agama

JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Rancangan Kelembagaan

Bagaimana keterlibatan stakeholder
dalam struktur program PBPA?

Pelibatan stakeholder sesuai kebutuhan
dan keputusan diambil oleh unsur
pimpinan berdasarkan draf yang diajukan.
Namun hal tersebut dilakukan dengan
mempertimbangkan adanya keseimbangan
atau keadilan dalam memberi hak-hak
stakeholder, mendengarkan pendapat, dan
memberikan  kesempatan  stakeholder
untuk berpartisipasi dalam kolaborasi serta
disesuaikan dengan tugas dan fungsi
kelembagaan.

Bagaimana mekanisme dan bentuk
koordinasi stakeholder dalam
merancang struktur organisasi pada
program PBPA?

Koordinasi dalam dilakukan dalam bentuk
pertemuan secara berkala, komite kerja
(kelompok/tim kerja), atau platform digital
sebagai media pertukaran informasi,
sinkronisasi  aksi yang berorientasi
penguatan kerjasama, dan pengambilan
keputusan  secara  bersama.  Tentu
pertemuan-pertemuan dilakukan sesuai
kondisi yang disinkronkan  dengan
program lain.

Bagaimana pola pembagian tanggung
jawab dalam struktur organisasi pada
program PBPA?

Pembagian tanggung jawab dilakukan
secara proporsional yang diberikan kepada
stakeholder. Stakeholder memilKi
kewajiban yang sama dan harus memiliki
tugas dan fungsi yang dijabarkan dan

diuraikan dengan baik. Pembagian
tanggungjawab  secara  proporsional
mempertegas bahwa semua  pihak
memiliki  bertanggung  jawab  atas
kontribusinya dalam mencapai tujuan
bersama.

Bagaimana mekanisme penyelesaian | Mekanisme penyelesaian konflik

konflik dalam merancang struktur

organisasi pada program PBPA?

dilakukan ketika terdapat perselisihan, hal
tersebut alami terjadi pada suatu
organisasi/individu berbeda, karena hal itu

juga menjadi bagian dari kolaborasi.
Mekanisme penyelesaian konflik
dilakukan melalui prosedur mediasi,

negosiasi, atau pendekatan lain dalam
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menangani perselisihan untuk mencari
solusi yang dapat diterima semua pihak.

struktur
PBPA
dan

Apakah dalam merancang
organisasi pada  program
dilakukan secara transparan
akuntabel?

Benar  sekali. Transparansi dan
akuntabilitas dalam merancang struktur
tentu selalu diupayakan untuk mendorong
proses dan keputusan kolaboratif dalam
bentuk menyampaikan informasi secara
terbuka, mengungkapkan kepentingan, dan
akuntabilitas atas hasil dan tindakan yang
dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas
dimaksudkan dalam membangun
kepercayaan dan mengurangi potensi
konflik antar stakeholder.

Apakah terdapat evaluasi sebagai bentuk
pembelajaran dalam merancang struktur
organisasi pada program PBPA?

Evaluasi dilakukan terhadap Kkinerja
kolaboratif, pembelajaran atas pengalaman
yang terjadi, dan tingkat kemampuan
beradaptasi atas kondisi yang dinamis dan
tantangan yang terjadi. Suatu lembaga
yang dapat dikatakan sukses harus
memiliki mekanisme pembelajaran dan
adaptasi dengan melakukan evaluasi
secara berkelanjutan.

Bagaimana bentuk adaptasi dengan
dinamika kondisi dan tantangan yang
muncul?

Biasanya adaptasi dilakukan melalui
pertemuan atau diskusi Yyang biasa
dilakukan secara berkala, baik membahas
urusan substansi maupun teknis program.
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Transkrip Wawancara

Nama : Adison Sihombing
Jabatan : Supervisor Program PBPA di Kementerian Agama
Hari/Tanggal : Rabu/08 Februari 2023
Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai
Tempat : Kantor PLKKMO Kementerian Agama
JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
No. Pertanyaan | Jawaban
Kondisi/keadaaan awal
1 |Bagaimana relasi kekuasaan dengan | Kementerian Agama yang menjadi leading

stakeholder
Mana  yang

kebutuhan pemegang kekuasaan atau

kebutuhan sta

dalam program PBPA?
paling  berpengaruh,

keholder?

sector dalam penyelenggaraan program
PBPA, hal ini memiliki pengaruh yang
dominan. Namun, teknis pelaksanaan
dilakukan  merujuk pada substansi
petunjuk pelaksanaan program dalam SK
Kepala Badan, sehingga tidak ada
semacam ‘arogansi’ penyelenggara kepada
stakeholder. Pelaksanaan program
disepakati bersama sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing tim.

Oleh karena itu, nampak jelas terlihat
bahwa tidak ada kepentingan subyektif
stakeholder yang menjadi dominan atau
paling berpengaruh pada pelaksanaan
program.

Bagaimana hubungan antar stakeholder
dan jaringan-jaringan lain  dalam
mengedepankan konsensus program

PBPA?

Hubungan antar stakeholder dan jaringan-
jaringan lain dalam mengedepankan
konsensus  juga  merupakan  aspek
pendukung bagi pelaksanaan program
PBPA. Program PBPA sejak beberapa
tahun terakhir yang menggunakan pola
rekruitmen, khususnya penilai buku yang
dipandang memiliki banyak jaringan.
Artinya, terdapat jaringan-jaringan yang
siap untuk terlibat dalam program ini.
Banyak dari individu dari berbagai
kelembagaan mengajukan diri menjadi
penilai buku.
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Transkrip Wawancara

Nama : Mulyawan

Jabatan : Supervisor Program PBPA di Kementerian Agama
Hari/Tanggal : Jum’at/24 Februari 2023

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Kantor PLKKMO Kementerian Agama

JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Proses Kolaboratif

Hambatan dan Kendala

1 |Apakah kendala-kendala yang dihadapi | Hambatan dan kendala terhadap kolaborasi

dalam kolaborasi pada program PBPA? | program tentu tidak sedikit, antara lain:

- Pihak Kementerian Agama belum
sepenuhnya siap dalam penyusunan dan
penilaian buku-buku pendidikan agama
sesuai amanat PP 75 tahun 2019;

- Minimnya pemahaman terkait kebijakan
buku pendidikan agama.

- Tongkat estafet kepemimpinan yang
terus berganti berdampak pada prioritas
dan pola pelaksanaan program-program
di Kementerian Agama;

- Keterbatasan anggaran dan
pengakomodiran  disposisi  program
prioritas yang berbeda pada setiap unit
menjadi.

- Kontestasi ‘kepemilikan’ penyusunan
dan penilaian buku pendidikan agama
oleh Kemenag vs Kemendikbudristek

- Persaingan dalam ‘perebutan’ penerbit
agar buku mereka dapat dinilai oleh
lembaga pada kementerian masing-
masing.

- Statement atau signal dari para petinggi
di Kementerian ~ Agama  untuk
‘menggeser’ semua urusan tata kelola
pendidikan agama dan keagamaan
(termasuk perbukuan) untuk
dilaksanakan  secara  penuh  oleh
Kemendibukristek.

2 |Bagaimana bentuk respon/tindaklanjut | Respon/tindaklanjut stakeholder terkait
stakeholder terkait kendala yang terjadi? | kendala yang terjadi dengan melakukan
pembahasan dan merumuskan solusi

sebagai formulasi yang dapat
ditindaklanjuti oleh para pemangku
kebijakan.
3 |Bagaimana solusi-solusi yang | Solusi-solusi yang dikonstruksi untuk
dikonstruksi untuk mengatasi masalah- | mengatasi masalah-masalah yang terjadi
masalah yang terjadi? adalah:
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- menyusun rancangan program
kolaborasi makro yang melibatkan unsur
pemerintah, swasta (penerbit), dan
masyarakat;

- mengembangkan rancangan program
secara berjangka dengan target-target
tertentu berdasarkan orientasi tata kelola
perbukuan nasional;

- mendorong stakeholder internal maupun
eksternal Kementerian Agama yang
tercantum dalam PMA No. 9 tahun 2018
agar dapat lebih optimal menindaklajuti
PMA tersebut dengan merancang
program dan anggaran yang sesuai.

118




Transkrip Wawancara

Nama : Sugeng
Jabatan : Kepala Tata Usaha PLKKMO
Hari/Tanggal : Senin/20 Februari 2023
Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai
Tempat : Kantor PLKKMO Kementerian Agama
JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
No. Pertanyaan | Jawaban
Kondisi/keadaaan awal
1 | Apakah dalam program PBPA sudah | Pelibatan SDM sesuai dengan kebutuhan

mengakomodir  kepentingan  para
stakeholder dan kepentingan bersama?

substansi program seperti para penilai
dengan pola rekruitmen secara terbuka
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
berlaku. Tentunya kepentingan yang
diberikan kepada stakeholder sesuai
dengan kebutuhannya berdasarkan
ketentuan yang telah disusun secara
bersama.

Apakah sumber daya dalam program
PBPA sudah sesuai dengan kebutuhan?

Kebutuhan regulasi,
stakeholder?

pimpinan,

Berbasis  kebijakan  atau  regulasi,
penyelenggaraan program PBPA telah
sesuai dengan petunjuk teknis yang
dinyatakan dalam SK Kepala Badan
Litbang dan Diklat Nomor 62 tahun 2021.
Penyelenggara program PBPA terbagi
dalam enam kelompok tim yang tugas dan
fungsinya saling berkaitan, antara lain: (1)
verifikator; (2) tim informasi teknologi
(IT); (3) penilai buku; (4) supervisor; (5)
penyelia utama; dan (6) pengembang
instrumen penilaian. Keenam kelompok
tersebut tentu lebih banyak berasal dari
internal Kementerian Agama (PLKKMO
Badan Litbang) sebagai penyelenggara.

Bagaimana relasi kekuasaan dengan
stakeholder dalam program PBPA?

Mana vyang paling

kebutuhan pemegang kekuasaan atau

kebutuhan stakeholder?

berpengaruh,

Relasi kekuasaan dengan stakeholder
dalam program PBPA tidak ada yang
saling dominan pemegang kekuasaan
ataupun kebutuhan stakeholder, tidak
terjadi kondisi yang mempengaruhi satu
sama lain khususnya terkait persoalan
substansi. Semua menghormati aturan
yang diberlakukan dan ditetapkan secara
bersama. Namun jika terdapat
permasalahan yang tidak dapat dipecahkan
pada tingkat para pelaksana, maka ketua
dan koordinator kegiatan akan
membawanya ke ranah pimpinan untuk
dicarikan solusi agar dapat diputuskan.
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Bagaimana hubungan antar stakeholder

dan jaringan-jaringan lain  dalam
mengedepankan konsensus program
PBPA?

Kondisi Badan Litbang Kementerian
Agama (termasuk PLKKMO) saat ini
sedang mengalami krisis SDM, karena
para peneliti berpindah ke Badan Riset dan
Inovasi  Nasional (BRIN) sehingga
berdampak pada kualitas dan kuantitas
SDM pada program PBPA, padahal sejak
awal program ini dimotori oleh para
peneliti Kementerian Agama. Oleh karena
itu, SDM yang terlibat dalam program
PBPA selain berasal dari PLKKMO
Kementerian Agama juga berasal dari
personal lain di luar Kementerian Agama
termasuk para peneliti  Kementerian
Agama yang sudah menjadi pegawai
BRIN. Oleh karena itu hubungan antar
stakeholder dan jaringan-jaringan lain
dalam mengedepankan konsensus program
PBPA tidak mengalami masalah karena

satu sama lain relative sudah saling
memahami akan kompetensi masing-
masing.
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Transkrip Wawancara

Nama : Fakhriati

Jabatan : Penilai Buku

Hari/Tanggal : Selasa/7 Februari 2023

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Kantor Badan Riset dan Inovasi (BRIN) JI. Gatot Subroto Jakarta
Pusat

Kepemimpinan

Bagaimana setiap unsur pimpinan dalam
tim PBPA mengedepankan kepentingan
semua stakeholder?

Pimpinan PLKKMO relative bagus dalam
memfasilitasi stakeholder untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya secara
maksimal dalam konteks kolaboratif.
Efektif membantu dalam
mempertimbangkan kepentingan semua
stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi
di  program  PBPA.  Menciptakan
lingkungan yang terbuka sehingga semua
ikut partisipasi, ikut mendengarkan, dan
saling menghormati ragam perspektif yang
disampaikan.  Unsur  pimpinan  di
PLKKMO menciptakan kondisi yang
saling menghargai akan perbedaan dengan
melibatkan semua pihak, memperkuat
kebersamaan demi membangun kolaborasi

yang kuat.
Bagaimana setiap unsur pimpinan dalam | Komunikasi efektif dilakukan juga oleh
tim PBPA memfasilitasi komunikasi | unsur  pimpinan di PLKKMO. Itu
yang efektif? ditunjukkan dengan perannya yang dapat
menjadi  fasilitator  sehingga  dapat

berkomunikasi secara efektif di antara
stakeholder. Selain itu, unsur pimpinan
relatif dapat menciptakan komunikasi yang
baik dengan mengartikulasikan ide secara
jelas, mempromosikan dialog secara
terbuka, menyampaikan informasi dengan
baik sehingga dapat dipahami oleh semua
pihak dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman antar stakeholder.

Bagaimana setiap unsur pimpinan dalam
tim PBPA menengahi konflik?

Manajemen konflik tentu dilakukan dalam
program PBPA. Pendelegasian tugas
kepada tim yang dibentuk pada program
ini merupakan pola dalam penanganan
konflik. Perselisihan atau konflik yang
terjadi antar stakeholder dikelola secara
terampil oleh unsur pimpinan PLKKMO
agar teridentifikasi sumber-sumber konflik
yang terjadi, memfasilitasi dialog secara
konstruktif, dan merumuskan solusi yang
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dapat diterima semua pihak. Pimpinan
PLKKMO berpartisipasi secara adil dalam
mengatasi  potensi-potensi  ketegangan
yang dapat terjadi dalam program PBPA.

Bagaimana setiap unsur pimpinan dalam
tim PBPA melakukan pembinaan dan
membangun kepercayaan pada setiap
stakeholder?

Pimpinan PLKKMO melakukan
pembinaan dengan memupuk rasa saling
percaya antar stakeholder. Membangun
rasa saling percaya di antara semua pihak
terlibat dengan cara menunjukkan
integritas, konsistensi, dan komitmen
bersama dalam setiap kesempatan dalam
pertemuan. Hal tersebu menumbuhkan
rasa saling percaya yang tinggi antar
stakeholder dan tentu dapat berdampak
pada kolaborasi yang efektif dan
memperkuat kerjasama terutama dalam
pelaksanaan program PBPA.

Bagaimana setiap unsur pimpinan dalam
tim PBPA memotivasi dan memberikan
pengarahan?

Pada beberapa pertemuan pinpinan
PLKKMO senantiasa memberikan
motivasi dan arahan untuk berpartisipasi
aktif dalam kolaborasi. Kemampuan
pimpinan PLKKMO menunjukkan bahwa
terdapat pemahaman dalam berkomunikasi
dengan menyampaikan visi secara jelas,
memberi pengakuan akan kontribusi setiap
individu, dan memberikan umpan balik
yang konstruktif. Selain itu juga terlihat
unsur pimpinan PLKKMO dapat memberi
arahan secara jelas kepada stakeholder
sesuai arah yang ditetapkan.
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Transkrip Wawancara

Nama : Ridwan Bustamam

Jabatan : Penilai Buku

Hari/Tanggal : Selasa/21 Februari 2023

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Kantor PLKKMO Kementerian Agama

JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Proses Kolaboratif

Dialog Tatap Muka

Apakah terdapat diskusi atau pembahasan
tentang target dan strategi yang
berorientasi pada kebutuhan stakeholder
dalam diskusi (tatap muka) pada program
PBPA?

Jelas ada. Tatap muka dilakukan secara
berkala dan terjadwal sesuai kesepakatan
bersama untuk menciptakan kesempatan
interaksi  langsung, berbagi informasi,
memahami perspektif masing-masing, dan
membangun hubungan yang lebih kuat.

Bagaimana bentuk diskusi (tatap muka)
pada program PBPA? Siapa saja yang
terlibat? Apakah terdapat Kklasifikasi
kelompok diskusi (tatap muka) pada
program PBPA? Apa saja kelompoknya?

Diskusi tatap muka dilakukan oleh semua
penyelenggara, mengingat pelaksana program
PBPA terbagi dalam enam kelompok, diskusi
dilakukan baik antar kelompok maupun
keseluruhan tim pelaksana. Kelompok tim
pelaksana adalah: tim verifikator, tim IT, tim
penilai, tim supervisor, tim penyelia utama,
dan tim pengembang instrument penilaian.
Masing-masing kelompok ditunjuk ketua tim
agar dapat mengkomunikasikan kebutuhan,
permasalahan, dan masukan dari kelompok
tersebut. Dialog dengan melibatkan semua
individu tim, baik pembahasan internal
masing-masing kelompok tim maupun antar
kelompok tim pelaksana PBPA terutama di
saat pembekalan sebelum di mulai program
tersebut.

Apakah terdapat kelompok diskusi (tatap
muka) khusus para pemangku
kepentingan secara kelembagaan dari
masing-masing stakeholder pada program
PBPA?

Ya, dalam juknis jelas disebutkan bahwa
diskusi melalui tatap muka melibatkan semua
stakeholder yang terbagi dalam enam tim.
Masing-masing tim memiliki tugas dan
tanggungjawab yang berkaitan dengan tugas
dari tim lain sehingga diskusi dan komunikasi
dalam program ini selalu diutamakan. Diskusi
kelompok para pemangku kepentingan baru
sebatas membahas pada teknis program PBPA,
belum menyangkut kebijakan yang bersifat
makro.

Membangun Kepercayaan

Bagaimana pola/sikap stakeholder yang
terlibat dalam menjalankan komitmen
yang telah disepakati berdasarkan
kebijakan/regulasi pada program PBPA?

Membangun kepercayaan dalam program
PBPA secara teknis dilakukan dengan saling
mendukung tugas masing-masing sebagai
bentuk menjalankan komitmen yang telah
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disepakati baik berdasarkan
kebijakan/regulasi maupun berdasarkan hasil
diskusi yang membahas permasalahan dan
mencari solusi terkait substansi dan teknis
program. Setiap individu dalam masing-
masing kelompok melakukan tugas sesuai
dengan petunjuk teknis dengan mematuhi
waktu yang telah ditentukan dalam jadwal
yang disepakati bersama.

Bagaimana pola/sikap stakeholder yang
terlibat dalam menjalankan komitmen
yang telah disepakati berdasarkan hasil
diskusi/FGD substansi pada program
PBPA?

Tidak ada yang tidak saling terkait antara tim
pelaksana program PBPA. Misalnya; tim
verifikator yang melakukan verifikasi atas
berkas administratif dan naskah buku yang
akan dinilai yang diajukan oleh penerbit.
Berkas administratif dan naskah buku tersebut
di dapat melalui online yang dibantu oleh tim
IT. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim
verifikator kemudian diserahkan kepada tim
penilai. Hasil penilaian juga disampaikan
Kembali kepada verifikator untuk disampaikan
rekomendasinya kepada tim supervisor.
Supervisor juga menyampaikan kepada tim
penyelia utama jika terdapat persoalan dalam
penilaian dan begitu selanjuthnya sampai
dengan diterbitkannya tanda layak/tidak layak.
Semua tim saling berhubungan sehingga perlu
dibangun kepercayaan agar agar tugas dan
fungsi masing-masing tim berjalan dengan
baik, cepat, dan terukur.

Bagaimana pola yang dilakukan dalam
mengakomodir  saran/masukan  atas
kebutuhan komposisi SDM yang sesuai
aturan dalam program PBPA?

Membangun kepercayaan melalui dialog tatap
muka dapat membangun hubungan yang lebih
baik antar stakeholder. Dialog tatap muka akan
dapat membantu membangun ikatan personal
dan memperkuat ikatan emosional antara
pihak-pihak yang terlibat dengan saling
mengenal, melihat wajah, ekspresi, dan gestur
satu sama lain sehingga dapat meningkatkan
dan memperkuat kerjasama, meminimalisir
konflik, dan menciptakan fondasi yang kuat
untuk kolaborasi yang lebih efektif.

Komitmen terhadap Proses

Bagaimana bentuk komitmen bersama
secara substansi dalam program PBPA?

Komitmen terhadap proses dalam program
PBPA berfokus pada partisipasi aktif,
keterlibatan, dan penghormatan terhadap
proses yang telah disepakati. Program PBPA
yang petunjuk pelaksanaannya telah disusun
dan disepakati telah dipatuhi oleh setiap
pelaksana program sebagai aturan dan
kerangka kerja untuk berkomitmen mematuhi
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aturan yang telah disepakati bersama
didukung oleh infrastruktur dan anggaran.

Bagaimana bentuk komitmen bersama
secara teknis dalam program PBPA?

Terdapat jadwal pertemuan-pertemuan/FGD
untuk mendiskusikan ragam permasalahan
yang muncul untuk dicarikan solusi serta
pengambilan keputusan dalam mengatasi
perselisihan. Komitmen terhadap proses
stakeholder diwujudkan dengan berpartisipasi
secara aktif dan terlibat dalam proses dengan
konsisten hadir dalam setiap pertemuan.

Bagaimana pola/sikap anggota dalam
menjalankan  komitmen yang telah
disepakati pada program PBPA?

Apabila salah satu dari tim/individu tidak
menjalankan tugas dengan baik dan tepat
waktu maka akan berdampak pada proses
kerja kelompok/tim lain sehingga dapat
merusak mekanisme yang telah ditetapkan
bersama dan mempengaruhi kualitas penilaian
buku. Kualitas penilaian harus di dukung
mekanisme dan alur kerja yang professional
agar hasil akhir berupa surat keterangan tanda
layak/tidak layak terbit juga memiliki nilai
yang prestisius di mata masyarakat.

Pemahaman Bersama

Bagaimana pola yang dilakukan dalam
menyatukan pemahaman bersama terkait
dengan tujuan, target, dan
kebermanfaatan pada program PBPA?

Pemahaman pemahaman bersama dalam
kolaborasi melalui dialog tatap muka
memungkinkan stakeholder saling
mendengarkan, berbicara, dan berbagi atas
pemahaman mereka mengenai dinamika
proses penilaian dalam program PBPA.
Interaksi secara langsung dalam diskusi/FGD
yang dilakukan oleh  masing-masing
kelompok/tim memungkinkan individu yang
terlibat untuk mendapatkan pemahaman yang
lebih baik tentang kepentingan, potensi-
potensi permasalahan yang dapat terjadi, dan
strategi-strategi yang dapat dikembangkan
satu sama lain.

Bagaimana pola yang dilakukan dalam
menyatukan pemahaman bersama terkait
permasalahan substansi (materi buku)
pada program PBPA?

Dialog tatap muka menjadi wadah bagi para
stakeholder untuk mengklarifikasi informasi,
memperbaiki segala kesalahpahaman, dan
memenuhi  target  dalam kesamaan
pemahaman secara maksimal.

Bagaimana pola yang dilakukan dalam
menyatukan pemahaman bersama terkait
permasalahan teknis (SDM, infrastruktur)
pada program PBPA?

Pola yang dilakukan dalam menyatukan
pemahaman bersama terkait permasalahan
teknis (SDM, infrastruktur) pada program
PBPA relative sama dengan apa yang
dilakukan pada pembahasan substansi. Upaya
mewujudkan pemahaman yang sama antar
stakeholder dalam progam PBPA, dilakukan
melalui diskusi tatap muka yang tidak hanya
membahas aspek-aspek substansi, namun juga
membahas pada aspek-aspek teknis karena
adanya keterkaitan alur kerja dan kebutuhan
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infrastruktur oleh kelompok/tim pelaksana
program.

Hasil Antara/Pertengahan

Apa hasil akhir dari program PBPA?
Bagaimana bentuk pertanggungjawaban
program PBPA?

Hasil akhir dari program PBPA adalah hasil
penilaian terhadap naskah buku pendidikan
agama yang diajukan oleh penerbit. Hasil
akhir penilaian dipresentasikan dan dibahas
dalam suatu forum terbuka antar stakeholder
untuk mendapatkan hasil antara/pertengahan.
Hasil tersebut kemudian akan diputuskan oleh
unsur pimpinan dan pemangku kebijakan.

Bagaimana bentuk kontribusi para
stakeholder dalam merumuskan hasil
program PBPA?

Kontribusi ~ para  stakeholder  dalam
merumuskan hasil program PBPA melalui
forum diskusi terbuka antara stakeholder.
Namun yang menjadi point utama dalam hasil
antara/pertengahan adalah proses dialog dan
kesepahaman stakeholder dalam menerima
hasil keputusan. Menerima hasil keputusan
dalam program PBPA menjadi hal yang selalu
dilakukan pada setiap proses dialog tatap
muka meski tidak jarang putusan akhir dari
dialog menjadi hasil antara/pertengahan yang
kemudian akan diputuskan oleh tim penyelia
utama dan unsur pimpinan. Berdasarkan
petunjuk pelaksanaan program PBPA terdapat
sebuah tim yaitu penyelia utama yang
memiliki kewenangan sebagai pengambil
keputusan dan kebijakan pada program PBPA
di Kementerian Agama.

Apakah terdapat evaluasi hasil program
PBPA vyang melibatkan stakeholder
pelaksana, para pengguna, dan lembaga
independent lain? Jika ada, bagaimana
tindaklanjut hasil evaluasi tersebut?

Ya, terdapat evaluasi hasil program PBPA
yang melibatkan stakeholder pelaksana, para
pengguna, dan lembaga independent lain.
Misalnya; banyak buku-buku pendidikan
agama yang tidak memiliki tanda layak tetap
beredar dan nilai jual mereka tetap tinggi di
lembaga-lembaga Pendidikan. Diasumsikan
bahwa tanda layak terbit hasil dari program
PBPA tidak memiliki prestisius yang tinggi
dan tidak meningkatkan nilai jual buku para
penerbit, maka ke depan dimungkinkan
banyak penerbit tidak akan mengajukan
penilaian terhadap buku mereka.
Tindaklanjut dilakukan dengan menerbitkan
surat edaran Sekjen Kemenag No. Se. 6 tahun
2022 tentang Penggunaan Buku Pendidikan
Agama pada Satuan Pendidikan Keagamaan
di Lingkungan Kementerian Agama.
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Transkrip Wawancara

Nama : Bahari

Jabatan : Koordinator Program PBPA
Hari/Tanggal : Rabu/08 Maret 2023

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Kantor PLKKMO Kementerian Agama

JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

No.

Pertanyaan | Jawaban

Prinsip keterlibatan (principled engagement)

Bagaimana tujuan dan ruang lingkup | Program PBPA adalah program yang
Program PBPA? bertujuan menyediakan buku-buku
pendidikan agama yang bermutu dan layak
untuk digunakan oleh masyarakat melalui
penilaian  dengan  mempertimbangkan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
peraturan yang disepakati bersama.

Adapun ruang lingkup pada program ini
adalah  penilaian terhadap buku-buku
pendidikan agama (semua agama) yang
diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta
dari berbagai jenjang pendidikan dan mata
pelajaran agama dan keagamaan, yang
digunakan oleh lembaga pendidikan agama
dan keagamaan.

Apakah terdapat pemahaman antar | Pemahaman antar anggota saat menghadapi
anggota saat menghadapi perbedaan | perbedaan dalam kerjasama pada program
dalam kerjasama program PBPA? PBPA tentu sudah berjalan sangat baik.
Pelaksanaan PBPA yang mengacu pada
prinsip keterlibatan stakeholder, faktanya
dapat terlihat dalam proses diskusi yang
melibatkan semua individu yang berasal
tidak hanya dari internal Kementerian
Agama akan tetapi dari individu yang
berasal dari eksternal Kementerian Agama
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
Masing-masing individu memiliki hak yang
sama (setara) dalam  menyampaikan
pendapat, transparan, dan menghargai
semua pendapat secara komunikatif untuk
membangun  pengertian  masing-masing
stakeholder.

Bagaimana bentuk/cara antar anggota | Bentuk/cara antar anggota mengapresiasi
mengapresiasi dalam program PBPA? | dalam program PBPA dilakukan dengan
cara memberikan dukungan kepada anggota
tim melalui cara memberikan kesempatan
masing-masing individu untuk
mendengarkan  pendapat yang lain.
Menghargai  kontribusi  masing-masing
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dalam proses pengambilan keputusan dan
memberikan dukungan saat anggota lain
menghadapi  kesulitan sehingga dapat
dimaknai betapa pentingnya peran anggota
lain dalam tim.

Apakah dalam melaksanakan program
PBPA terjalin komunikasi yang terbuka
dan transparan?

Stakeholder yang terlibat dalam program
PBPA menjalin komunikasi yang terbuka
dan transparan dengan menciptakan ruang
diskusi secara terjadwal dengan pola terbuka
agar seluruh anggota tim dapat berbagi
gagasan, tantangan, dan pendapat mereka.
Pertemuan rutin kerap dilakukan, seperti
rapat tim  sebagai wadah  dalam
menyampaikan pikiran mereka.

Bagaimana membangun keadilan dan
kepercayaan dalam program PBPA?

Membangun keadilan dan kepercayaan
dalam program PBPA dilakukan yaitu
dengan melibatkan anggota tim saat
melakukan proses pengambilan keputusan
secara transparan. Membahas informasi
yang berkaitan dengan konteks dan faktor-
faktor yang mempengaruhi Kkeputusan
dengan melibatkan anggota tim dalam
diskusi dan evaluasi. Hal itu dapat
memberikan pemahaman tentang alasan di
balik  keputusan  untuk  membangun
kepercayaan.

Apakah masing-masing stakeholder
telah menjalankan  tanggungjawab
untuk kebersamaan?

Stakeholder yang terlibat dalam program
PBPA telah menjalankan tanggungjawab
untuk kebersamaan secara baik sesuai
dengan tugas dan fungsi yang tertera dalam
juknis.

Bagaimana pembelajaran dan pola
adaptasi secara kolaboratif dalam
program PBPA?

Pembelajaran dan pola adaptasi secara
kolaboratif dalam program PBPA vyaitu
dengan memahami dan menerima pendapat
angggota lain dalam diskusi-diskusi yang
dilakukan.

128




Transkrip Wawancara

Nama : Nurohmah

Jabatan : Tim Verifikator Program PBPA
Hari/Tanggal : Rabu/13 Maret 2023

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Kantor PLKKMO Kementerian Agama

JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Berbagi motivasi untuk kebersamaan (shared motivation)

Bagaimana menciptakan sinergitas
dalam program PBPA?

Interaksi yang berulang-ulang antar stakeholder
dapat menumbuhkan kepercayaan masing-
masing. Interaksi stakeholder yang dilakukan
secara berulang-ulang dapat pengembangkan
kepercayaan  berupa saling  pengertian,
legitimasi internal, dan komitmen bersama
dapat menghasilkan, mempertahankan, dan
mengembangkan motivasi secara bersama.

Bagaimana meningkatkan pemahaman
dan pembelajaran kerjasama dalam
program PBPA?

Ketika semua pihak saling kerjasama, saling
mengenal, dan membuktikan satu sama lain
menyampaikan beragam pendapat yang masuk
akal, dapat diprediksi, dan dapat diandalkan
maka akan tumbuh kepercayaan satu sama lain.

Bagaimana bentuk
hubungan dan jaringan
dalam program PBPA?

penguatan
kerjasama

Program PBPA vyang dilakukan setiap tahun
melibatkan individu-invidu yang tidak jauh
berbeda, sehingga interaksi antar stakeholder
yang terlibat dalam program ini memiliki
kesamaan  kultur dalam  menyampaikan
pendapat, memberikan  masukan,  dan
mengakomodir atau memahami pendapat orang
lain yang dikemas dalam diskusi tatap muka
atau melalui online baik pada masing-masing

kelompok ataupun dalam  keseluruhan
pelaksana program.
Bagaimana meningkatkan legitimasi | meningkatkan legitimasi dan penerimaan

dan penerimaan
program PBPA?

kerjasama dalam

kerjasama dalam program PBPA

Konsep mekanisme kepercayaan melalui siklus
motivasi bersama adalah kepercayaan akan
menghasilkan saling pengertian yang pada
gilirannya akan menghasilkan legitimasi dan
pada akhirnya terwujudnya komitmen. Ketika
sudah terbangun kepercayaan, memungkinkan
orang melampaui bahkan dapat menghilangkan
ego pribadi masing-masing dan subyektifitas
kepentingan institusional, akan tetapi melalui
kepercayaan yang sudah tertanam dalam diri
stakeholder dapat dengan mudah memahami
kepentingan, kebutuhan, nilai, dan kendala
orang lain.
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Transkrip Wawancara

Nama : Anton Sinaga

Jabatan : Tim Penilai Buku Agama Katolik

Hari/Tanggal : Rabu/15 Maret 2023

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Kantor Ditjen Bimas Agama Katolik Kementerian Agama

JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

No. Kemampuan dalam melakukan sesuatu secara bersama-sama (capacity for joint

1 |Bagaimana kemampuan berkomunikasiaCtllggr)nunikasi stakeholder dalam program

stakeholder dalam program PBPA?

PBPA dilakukan oleh masing-masing
individu terutama antar penilai, baik secara
individual maupun secara kelompok. Tim
penilai juga tidak dapat bekerja sendiri tanpa
bantuan dari tim verifikator, supervisor, dan
tim lainnya. Komunikasi bukan hanya
persoalan teknis, akan tetapi juga persoalan
substansi.

Bagaimana kemampuan beradaptasi
stakeholder dalam program PBPA?

Stakeholder dalam program PBPA masing-
masing dituntut memiliki adaptasi yang
tinggi karena setiap tahun penyelenggara
merekrut beberapa individu baru untuk
ditempatkan pada tim yang sudah ditetapkan
dalam petunjuk pelaksanaan program.
Penyamaan persepsi yang menjadi wadah
untuk beradaptasi para stakeholder adalah
dalam bentuk pembekalan (diklat) bagi para
penyelenggara.

Bagaimana kemampuan stakeholder
dalam membangun kepercayaan pada
program PBPA?

Dimotori oleh unsur pimpinan dalam
membangun kepercayaan kepada mereka
yang terlibat dalam penyelenggaraan
program PBPA sejak dikeluarkannya SK tim
pelaksana. Selain itu diskusi-diskusi yang
menjadi bagian dari proses pelaksanaan
program PBPA senantiasa dilakukan sebagai
bentuk membangun kepercayaan antar
individu.

Bagaimana kemampuan stakeholder
bekerja dengan tim lain dalam program
PBPA?

Kemampuan stakeholder bekerja dengan tim
lain dalam program PBPA relative sangat
baik mengingat program ini memiliki
dokumen prosedur kelembagaan yang legal,
kepemimpinan yang akomodatif dan
terbuka, dan memiliki stakeholder individu
yang kompenten pada bidangnya masing-
masing.
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Transkrip Wawancara

Nama : Bahari

Jabatan : Koordinator Kegiatan Program PBPA
Hari/Tanggal : Selasa/21 Maret 2023

Waktu : Pukul 09.00 s/d selesai

Tempat : Kantor PLKKMO Kementerian Agama

JI. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

1 |Bagaimana pengetahuan para
stakeholder yang terlibat dalam program
PBPA?

Pada setiap awal tahun sebelum program
PBPA dilaksanakan, pihak penyelenggara
utama (PLKKMO) menjaring individu-
individu baik internal maupun eksternal
Kementerian Agama untuk direkrut dan
terlibat menjadi  bagian dari tim
penyelenggaraan PBPA. Hal itu dilakukan
bukan hanya untuk memenuhi komposisi
tim-tim  pelaksana ~ PBPA  secara
kuantitatif, namun sesuai persyaratan yang
diberlakukan, individu-individu yang
direkrut tersebut diasumsikan memiliki
kompetensi dan pengetahuan dengan latar
belakang, pengalaman, dan keahlian
berbeda sehingga memberikan banyak
kontribusi baik substansi maupun teknis
bagi penyelenggaraan program.

2 |Bagaimana kemampuan sumber daya
dalam program PBPA?

Sumber daya berupa individu-induvidu
yang kompeten dan memiliki pengalaman
pada program PBPA telah ditentukan
sebagai persyaratan untuk masing-masing
tim dalam petunjuk pelaksanaan program.
Adapun perbedaan perbedaan budaya,
bahasa, adat istiadat, dan agama pada setiap
tim justru memperkuat masing-masing
stakeholder dalam melakukan kolaborasi
dan saling menggali pengetahuan serta
pengalaman di antara mereka.

3 |Bagaimana pendanaan dalam program
PBPA?

Program PBPA menjadi satu-satunya
program yang memiliki anggaran terbesar
di antara program lain di PLKKMO.
Pendanaan terkait program ini masih
dipandang belum signifikan mengingat
bahwa kebutuhan terhadap PBPA semakin
meningkat, karena buku-buku pendidikan
agama yang dinilai berasal dari semua
jenjang pendidikan, dari semua agama, dan

dari semua mata pelajaran agama.
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Dokumentasi Wawancara
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Wawancara dengan Kepala ata Usaha PLKKMO
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Wawancara dengan Ketua Tim Verifikator Program PBPA
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Wawancara dengan penilai buku pendidikan agama
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Wawancaradengan Ketua Tim Program PBPA 2023 (baju putih) dan Tim
Supervisor Program PBPA 2023 (Baju Batik).
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